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Menimbang  : a.  bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap 

bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perumahan 

melalui rumah susun yang layak bagi kehidupan yang 

sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh 

wilayah Indonesia; 

b. bahwa penyelenggaraan perumahan melalui rumah 

susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk 

meningkatkan ketersediaan rumah bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, kebutuhan khusus, dan 

Aparatur Sipil Negara sehingga memerlukan pedoman 

yang mengatur tentang bantuan pembangunan dan 

pengelolaan rumah susun;  

c. bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyatakan 

pembangunan rumah susun umum, rumah susun 

khusus, dan rumah susun negara merupakan tanggung 

jawab pemerintah; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat tentang Bantuan Pembangunan dan 

Pengelolaan Rumah Susun; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 

Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5252); 

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

466); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1745); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN 

DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bantuan Pembangunan Rumah Susun adalah 

pembangunan rumah susun umum, rumah susun 

khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh 

pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

2. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik 

dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 

satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat 

hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama. 

3. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

4. Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. 

5. Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki 

negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, 

sarana pembinaan keluarga, serta penunjang 

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil 

serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Republik Indonesia. 
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6. Pengelolaan Rumah Susun adalah upaya terpadu yang 

dilakukan oleh pengelola atas barang milik 

negara/daerah yang berupa rumah susun beserta 

prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk 

mempertahankan kelaikan rumah susun yang meliputi 

kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan. 

7. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut sarusun 

adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya 

digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai 

tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke 

jalan umum. 

8. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan 

kebenaran dokumen proposal serta kelayakan teknis 

terhadap usulan permohonan bantuan. 

9. Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design) yang 

selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis 

bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi 

teknis, dan perkiraan biaya pembangunan (Engineering 

Estimate) serta rencana kerja dan syarat-syarat.  

10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat 

RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah 

yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif. 

11. Barang Milik Negera yang selanjutnya disingkat BMN 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

12. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas 

untuk mengelola rumah susun.  

13. Penghuni Sarusun Sewa yang selanjutnya disebut 

penghuni adalah orang yang menempati sarusun. 

14. Rumah Susun Fungsi Campuran adalah rumah susun 

yang pemanfaatannya antara fungsi hunian dan bukan 

hunian. 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.22 
-5- 

15. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan 

bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar 

selalu laik fungsi. 

16. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau 

mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan 

bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar 

bangunan gedung tetap laik fungsi. 

17. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal 

uang sebagai pembayaran atas sewa sarusun dalam 

jangka waktu tertentu. 

18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 

dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun 

umum. 

19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau 

walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan bantuan pembangunan dan pengelolaan 

rumah susun.  

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan 

rumah susun yang layak huni dalam lingkungan yang 

sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta 

pengelolaan rumah susun yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi: 

a. bantuan pembangunan rumah susun;  
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